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NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 

 

 

 Abstrak: Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara shahibul 

mal dengan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Pada 

pembiayaan mudharabah yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup, Koperasi 

Syariah Barokah Curup bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) sedangkan 

nasabah yang mengajukan pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). 

Dalam mengoperasikan sistemnya, lembaga keuangan syariah tidak lepas dari Fatwa 

Dewan Syariah Nasional. Prinsip distribusi hasil usaha pun tidak lepas dari fatwa DSN-

MUI yaitu Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa ini dinyatakan prinsip distribusi 

hasil usaha lembaga keuangan syariah dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang 

ada dalam fatwa tersebut, menggunakan profit sharing (bagi untung) atau menggunakan 

net revenue sharing (bagi hasil). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah 

Barokah Curup dan untuk mengetahui apakah prinsip distribusi hasil usaha dalam 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan Fatwa 

DSN No. 15/DSN-MUI/IX /2000 atau tidak.  

 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu penulis 

menggambarkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian 

ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak koperasi berupa 

hasil interview secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus 

Koperasi Syariah Barokah Curup. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-

laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-

buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah observasi, 

wawancara, dokumentasi , dan studi kepustakaan. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup dalam 

operasionalnya, melaksanakan pembiayaan mudharabah dalam dua bentuk, yaitu 

mudharabah murni yaitu pihak Koperasi Syariah Barokah Curup (shahibul mal)  

menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (mudharib) untuk dikelola ke 

dalam usaha yang telah disepakati, sedangkan anggota (mudharib) hanya memberikan 

keahlian/tenaga dalam kontribusi usaha tersebut dan mudharabah campuran 

(mudharabah musytarakah) yaitu salah satu bentuk akad mudharabah di mana 

pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, 



xi 

diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, Koperasi 

Syariah Barokah Curup menyediakan dana kepada anggota (mudharib) untuk dikelola, 

akan tetapi anggota (mudharib) tersebut juga menyertakan modal dalam usaha yang 

dilakukan. Prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah murni dan 

pembiayaan mudharabah musytarakah (campuran) di Koperasi Syariah Barokah Curup 

sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.  

 

 

Kata kunci : prinsip distribusi hasil usaha, pembiayaan mudharabah, fatwa DSN-MUI. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perbedaan pokok antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional 

adalah adanya larangan praktek riba (bunga) dan pengunaan konsep bagi hasil 

pada lembaga keuangan syariah. Seperti sudah diketahui oleh masyarakat, untuk 

mendapatkan keuntungan lembaga keuangan konvensional menggunakan konsep 

bunga, yaitu selisih antara bunga yang diberikan kepada nasabah pendanaan 

(funding) dengan bunga yang diterima dari nasabah pembiayaan (financing). 

Dalam lembaga keuangan syariah, tingkat bunga yang dibayar kepada 

nasabahnya diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga 

yang diterima oleh lembaga keuangan syariah akan diganti dengan persentase 

bagi hasil. Dua rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi 

tabungan dan disalurkan pada aktifitas-aktifitas bisnis produktif. Karena di sini 

sistem bagi hasil menjadi keuntungan sebagai instrumen untuk mobilitas aktifitas 

bisnis maka resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggungjawab bersama antara 

pemilik modal dan menerima modal. Dengan kata lain, masing-masing pihak 

yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam 

keuntungan dan kerugian. 

Ketika mengenalkan produk lembaga keuangan syariah kepada 

masyarakat, maka persepsi masyarakat adalah bahwa pada lembaga keuangan 
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syariah tidak ada bunga karena hukumnya haram dalam Islam. Namun demikian 

tidak berarti mereka percaya dengan konsep bagi hasil yang ditawarkan lembaga 

keuangan syariah sebagai pengganti bunga pada bank konvesional. Banyak 

masyarakat yang beranggapan bahwa sistem bagi hasil pada lembaga keuangan 

syariah dan sistem bunga pada bank konvensional sama saja, padahal kedua hal 

tersebut sangat berbeda. Dalam mengoperasikan sistemnya, lembaga keuangan 

syariah tidak lepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dimana halal-haramnya 

suatu transaksi keuangan syariah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Tidak hanya mengenai 

operasional lembaga keuangan syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI ini, 

halal-haramnya suatu produk yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan 

syariah juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI. 

Prinsip bagi hasil pun tidak lepas dari fatwa DSN-MUI. Prinsip yang seperti apa 

yang bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga tidak ada unsur 

ketidakadilan yang akhirnya cenderung masih ada unsur ribawinya. Seperti 

dalam hal ini salah satu yang bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan 

syariah khususnya koperasi syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah. Dalam fatwa ini dinyatakan prinsip distribusi hasil usaha lembaga 

keuangan syariah dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang ada dalam 

fatwa tersebut, menggunakan profit sharing (bagi untung) atau menggunakan net 

revenue sharing (bagi hasil). Fatwa tersebut dibuat atas dasar agar prinsip syariah 
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benar-benar diterapkan dan menghindari transaksi yang dilarang seperti transaksi 

yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan ihtikar yang membuat buruk 

citra lembaga keuangan syariah di masyarakat. 

Koperasi Syariah Barokah Curup adalah koperasi yang menjalankan 

usahanya berdasarkan syariat agama Islam (Al-Quran dan Sunnah) dengan dijiwai semangat 

saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful), Pancasila dan Undang-

Undang dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Syariah Barokah Curup 

didirikan pada hari kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 di aula SMKN 2 

Curup yang dihadiri oleh 24 anggota. Dengan akta notaris Nomor : 

05/BH/DK/KEP/2005. Koperasi Syariah Barokah Curup telah menjalankan 

pembiayaan mudharabah, dimana Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai 

pemilik dana (shahibul mal) sedangkan anggota yang mengajukan pembiayaan 

sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan yang didapatkan dalam akad 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan 

dalam bentuk persentase (nisbah). Per 31 Desember 2015 jumlah pembiayaan 

mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp. 65.599.900 dengan 

jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah sebanyak 10 orang. 

Pembiayaan dalam akad mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup telah 

membiayai berbagi usaha, diantaranya dalam bentuk usaha penjualan beras, 

konveksi, dan lain-lain. Tetapi kondisi yang ada, pengurus Koperasi Syariah 

Barokah Curup belum mengetahui mengenai fatwa DSN No 15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan 
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syariah, sehingga dalam mendistribusikan hasil usaha pembiayaan mudharabah, 

pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup merujuk kepada AD/ART (Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Syariah Barokah Curup1. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana 

implementasi prinsip distribusi hasil usaha yang memfokuskan pada pembiayaan 

mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai salah satu lembaga 

keuangan syariah, maka penulis mengangkat judul “Analisis Implementasi 

Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi 

Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-

MUI/IX/2000”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas penulis dapat mengemukakan masalah pokok dalam 

penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimanakah implementasi prinsip distribusi hasil usaha dalam 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup ? 

2. Apakah prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 

15/DSN-MUI/IX /2000? 

 

                                                         

 
1
 Umi Kholifah (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, tanggal 19 Januari 

2016 
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C. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan hanya pada prinsip distribusi hasil 

usaha pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup yang 

dianalisis dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan 

mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup. 

2. Untuk mengetahui apakah prinsip distribusi hasil usaha dalam 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup telah 

sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX /2000 atau tidak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis maupun tempat atau perusahaan yang menjadi objek penelitian. Oleh 

karena itu, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis 

yaitu dengan memadukan pengetahuan yang didapatkan pada perusahaan dan 

pada teori yang didapatkan pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. 

Selain itu penulis juga dapat mengetahui bagaimana implementasi Fatwa 

DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi hasil usaha yang 

diterapkan di Koperasi Syariah Barokah yang lebih difokuskan pada 

pembiayaan mudharabah. 

2. Perusahaan  

Sebagai sumber informasi bagi lembaga-lembaga terkait tentang 

Prinsip Distribusi Hasil Usaha yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-

MUI/IX/2000 . 

3. Lingkungan 

Penelitian dalam skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan untuk menambah pengetahuan mengenai Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup khususnya 

dalam pembiayaan mudharabah. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan  

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis  

baca sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Ranas Wijaya, program studi Perbankan 

Syariah jurusan Syariah STAIN Curup tahun 2014 yang berjudul “Implementasi 

Konsep Bagi Hasil Pada  Produk– Produk  Pembiayaan  Di Bank  Syariah 

Mandiri  Kantor Cabang Pembantu Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI 

Nomor  14 & 15 Tahun 2000. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pembiayaan Chanelling yang menggunakan akad mudharabah metode yang 

digunakan adalah revenue sharing, pendapatan  koperasi yang bersumber dari 

anggotanya akan dibagi hasilkan dengan bank sesuai dengan nisbah yang 

disepakati, sedangkan biaya-biaya akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik 

modal. Pembiayaan Dana Berputar yang menggunakan akad musyarakah tidak 

bisa digolongkan kepada profit sharing maupun revenue sharing, penentuan 

besarnya keuntungan bank didasarkan pada pengunaan modal oleh nasabah pada 

tiap bulannya yang dilihat dari mutasi rekening nasabah, penulis melihat bahwa 

pada ilustrasi angsuran Pembiayaan Dana Berputar tidak ada pengkuan 

pendapatan oleh nasabah sedangkan pendapatan adalah hal utama yang harus ada 

dalam perhitungan bagi hasil sehingga penulis menyimpulkan bahwa metode 
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bagi hasil pada Pembiayaan Dana Berputar tidak sesuai dengan fatwa No. 

15/DSN-MUI/IX/2000. 2 

Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Tegar Andianto, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 yang 

berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan  Mudharabah, 

Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Bank Syariah 

Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta”. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pada dasarnya, penerapan 

sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat 

Indonesia, dan Bank Jateng Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip 

akuntansi yang sesuai syariah. Prinsip akuntansi syariah yang digunakan oleh ketiga 

bank tersebut ketika melakukan penghitungan bagi hasil adalah revenue sharing. 

Mengingat bahwa revenue sharing merupakan sistem penghitungan bagi hasil yang 

menggunakan pendapatan atau gross profit sebagai acuan, sehingga belum dikurangi 

beban yang harus ditanggung oleh bank, dan apabila terjadi kerugian, maka nasabah 

yang akan menanggung. Sehingga dikatakan ketiga bank syariah tersebut belum 

sepenuh menerapkan prinsip syariah dengan benar. Penekanan disini terjadi pada 

prinsip keadilan. Bagi hasil itu harus setara, menikmati bersama saat terjadi 

keuntungan, dan menanggung bersama jika terjadi kerugian. Dan jika mengacu pada 

hal tersebut, bank syariah seharusnya menggunakan prinsip profit loss sharing 

                                                         
2
 Ranas Wijaya, Implementasi Konsep Bagi Hasil Pada  Produk– Produk  Pembiayaan  Di Bank  

Syariah Mandiri  Kantor Cabang Pembantu Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor  14 & 15 

Tahun 2000, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Curup, Curup, 2014. 
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dalam penghitungan bagi hasil, karena acuan utamanya ada lah laba bersih. 

begitulah yang dimaksud prinsip syariah, walaupun dengan jumlah nominal kecil 

yang diperoleh, tetapi telah memenuhi semua aspek, terutama aspek keadilan.3 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika, Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhamamdiyah 

Surakarta tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue 

Sharing Pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo”. Dari 

penelitian tersebut menunjukkan dalam penerapan sistem bagi hasil akad 

mudharabah, BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil revenue 

sharing. Namun terdapat perbedaan penerapan sistem revenue sharing pada 

produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada produk penghimpunan dana, 

bagi hasil sepenuhnya menggunakan konsep revenue sharing, yakni persentase 

keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya 

operasional. Sedangkan pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah 

dikurangi harga pokok tanpa dikurangi biaya operasional.
4
 

Dari penelitian di atas sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang akad mudharabah. Tetapi yang 

membedakannya, penulis akan meneliti prinsip distirbusi hasil usaha yang hanya 

                                                         
3
 Muchammad Tegar Andianto, Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan  Mudharabah, 

Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014, http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah_Publikasi.pdf 
4
 Nur Rizqi Febriandika, Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah 

di BMT Amanah Ummah Sukoharjo, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhamamdiyah 

Surakarta,  2015, http://eprints.ums.ac.id/38989/1/naskah%20publikasi%20lengkap.pdf 
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terfokus pada pembiayaan mudharabah dengan kata lain bukan perbandingan 

dan hanya ditinjau dari fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 

 

G. Penjelasan Judul 

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, 

maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah 

yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis adalah merangkum sejumlah data yang masih mentah 

menjadi informasi yang dapat diinterprestasikan. Kategorisasi atau 

pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari 

seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data 

tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan 

pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan 

diterjemahakan dengan cara singkat dan penuh arti.5 Analisis yang penulis 

maksud adalah analisis mengenai prinsip distribusi yang dijalankan oleh 

Koperasi Syariah Barokah dalam perspektif fatwa DSN NO. 15/DSN-

MUI/IX/2000. 

 

 

                                                         
5
 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 

45-46 
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2. Implementasi  

Kata implementasi dalam bahasa Indonesia adalah penerapan atau 

pelaksanaan.6 

Implementasi yang penulis maksud adalah penerapan atau 

pelaksanaan prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan pada Koperasi 

Syariah Barokah Curup dalam perspektif fatwa DSN NO. 15/DSN-

MUI/IX/2000. 

3. Distribusi Hasil Usaha 

Distribusi hasil usaha terdiri dari tiga kata yaitu distribusi, hasil, dan 

usaha. Distribusi artinya pengiriman atau penyaluran ke suatu atau beberapa 

tempat.
7
 Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan 

sebagainya oleh usaha, pikiran dan sebagainya.
8
 Sedangkan usaha adalah 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai 

suatu maksud atau bisa juga dikatakan sebagai pekerjaan, perbuatan, daya 

upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud.
9
 Distribusi hasil usaha adalah 

pembagian hasil usaha antara shahibul mal dengan mudharib sesuai dengan 

nisbah yang disepakati pada awal akad.
10

  

                                                         
6
 Ibid, h. 350 

7
 Ibid, h. 197 

8
 Ibid, h. 313

 

9
 Ibid, h. 950 

10
 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Ed. 1, Cet. 1, 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2008, h. 118-119 
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Distribusi hasil usaha yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah pembagian hasil usaha pada pembiayaan mudharabah antara Koperasi 

Syariah Barokah (shahibul mal) dengan anggota (mudharib) sesuai dengan 

nisbah yang disepakati di awal akad. 

4. Pembiayaan 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah 

kepada nasabah. 11 

Pembiayaan yang dimaksud adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh 

Koperasi Syariah Barokah Curup kepada nasabah atau anggotanya yang 

mengajukan pembiayaan tersebut. 

5. Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharba, berarti memukul, berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukul kakinya dalam menjalankan usaha
12

. Secara teknis, al-mudharabah 

adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

                                                         
11

 Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP 

YKPN, 2005), h. 304 

 
12

 Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah, Cet. 1, (Bandung : MARJA, 

2007), h. 51 
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(shahibul mal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.13 

Mudharabah pada penelitian ini adalah kerja sama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup 

(shahibul mal) menyediakan 100% modal, sedangkan anggota atau nasabah 

sebagai pengelola (mudharib). 

6. Fatwa 

Fatwa dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban 

atau pendapat14. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau 

nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui 

otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan 

atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa 

(mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta 

                                                         
13

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani,  

2001), h. 95 

 
14

 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 

h. 310 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mufti
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama
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fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan 

kepadanya.
15 

Fatwa yang dimaksud adalah pendapat atau keputusan yang  

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman bagi 

lembaga keuangan syariah dalam menjalankan atau memasarkan produk-

produknya sehingga produk-produk tersebut benar-benar berdasarkan prinsip 

syariah. 

7.  DSN 

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis 

Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh-kembangkan penerapan nilai-

nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor 

keuangan. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai 

kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa 

keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-

lembaga keuangan syariah di Indonesia.16 

 

 

 

 
                                                         

15
 Team Pustka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 

2007), h. 241 
16

 Hendi Yogi Prabowo dan Heri Sudarsono, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan 

Syariah, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006),  h . 36 
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H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada, kemudian 

dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

2. Objek Penelitian 

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah Barokah 

Curup yang terletak di Jln. Iskandar Ong No. 68 Kel. Timbul Rejo, Curup. 

Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah 

Curup dikarenakan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 

disribusi hasil usaha pembiayaan mudharabah dilembaga keuangan syariah 

non- bank dan apakah telah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-

MUI/IX/2000. 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, penulis 

membagi dalam 2 kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak koperasi berupa hasil 

interview secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus 

Koperasi Syariah Barokah Curup yang berkaitan dengan pembahasan skripsi 
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ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-

data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, 

serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
17

 

Data akan dikumpulkan menggunakan berbagai sarana informasi 

fisik (seperti buku-buku, website) dan teknik triangulasi dengan metode. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
18

 

Proses penggalian data juga mempertimbangkan model triangulasi. Dalam 

teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
19

 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini 

ialah observasi, wawancara, dokumentasi , dan studi kepustakaan. 

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak 

penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang 

diteliti. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

                                                         
17

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Cet. 16, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), 

h. 38-39 

 
18

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 

330 
19

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya) ,(Jakarta: Kencana, 2008), h. 214 
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aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Dalam 

hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu Koperasi 

Syariah Barokah Curup. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan 

informasi mengenai pembiayaan mudhrabah yang telah dilakukan oleh 

Koperasi syariah Barokah.
20

 

Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan 

atau responden
21

. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal 

dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada 

beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, 

yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi 

wawancara. Dari hasil wawancara ini penulis akan mendapatkan informasi 

mengenai pembiayaan mudharabah yang lebih mendalam, misalnya jumlah 

pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup, 

jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah, prinsip 

distribusi hasil usaha serta metode perhitungannya, dan lain-lain. 

Teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

                                                         
20

 Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian dan Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 204 
21

 Afifuddin dan Beni Ahamad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, cet. 1, (Bandung; Pustaka 

Setia, 2009), h. 131 
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peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang 

relevan. Dari dokumentasi ini penulis akan mendapatkan informasi 

mengenai neraca tahunan Koperasi Syariah Barokah Curup, dan lain-lain. 

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data dari sumber-

sumber bacaan, seperti: buku, majalah, internet, dan lain-lain. Dari hasil 

studi kepustakaan ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai teori 

akad mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dasar hukum mudharabah, dan 

lain-lain yang berguna dalam penulisan landasan teori pada skripsi ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah didapatkan dengan metode diatas kemudian 

dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing 

baru kemudian diadakan analisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, dengan analisa non statistik yang tidak dapat diukur dengan angka. 

Namun, karena penelitian ini bersifat deskriftif, maka penelitian ini bersifat 

menggambarkan realita yang ada. 

 

I. Sistematika Penelitian 

Bab Pertama, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi 

Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab kedua, bab 
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ini membahas mengenai teori apa saja yang dipakai untuk merujuk pada skripsi 

nantinya yaitu Distribusi hasil usaha yang terdiri dari Pengertian, prinsip dan 

landasan syariah prinsip distribusi hasil usaha. Mudharabah dari pengertian, dan 

jenis – jenis mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, dan landasan hukum 

mudharabah. Serta fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip 

distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan. Bab ketiga, bab ini membahas 

sejarah singkat Koperasi Syariah Barokah Curup, landasan, asas dan prinsip 

Koperasi Syariah Barokah Curup, visi misi, struktur kepengurusan Koperasi 

Syariah Barokah Curup, lokasi dan layanan, sumber-sumber dana, produk 

pembiayaan / pinjaman, neraca Koperasi Syariah Barokah Curup, alokasi dan 

sirkulasi dana, aturan dalam pembiayaan, syarat anggota baru di Koperasi 

Syariah Barokah Curup. Bab keempat, bab ini berisikan Implementasi Prinsip 

Distribusi Hasil Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup 

khususnya mengenai pembiayaan mudharabah, dan dianalisis apakah telah 

sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Bab kelima, bab ini berisi 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Distribusi Hasil Usaha 

1. Pengertian Distribusi Hasil Usaha 

Distribusi hasil usaha terdiri dari tiga kata yaitu distribusi, hasil, dan 

usaha. Distribusi artinya pengiriman atau penyaluran ke suatu atau beberapa 

tempat.
1
 Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan 

sebagainya oleh usaha, pikiran dan sebagainya.
2
 Sedangkan usaha adalah 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai 

suatu maksud atau bisa juga dikatakan sebagai pekerjaan, perbuatan, daya 

upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud.
3
 

Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara shahibul 

mal dengan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.
4
 

Pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

syariah, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul 

mal) sedangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan bertindak sebagai 

pengelola dana (mudharib). Prinsip bagi hasil merupakan pembeda antara 

bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam 

                                                         
1
 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 

197 
2
 Ibid, h. 313

 

3
 Ibid, h. 950 

4
 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Ed. 1, Cet. 1, 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2008, h. 118-119 
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masyarakat. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi 

hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan menyeluruh (mudharabah) 

maupun sebagian-sebagian (musyarakah), dimana pendapatan lembaga 

keuangan syariah atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil 

usaha nasabah.  

Berbeda dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional, sistem 

bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga 

ditetapkan di awal transaksi sehingga keuntugan bisa ditentukan dengan 

nominal pasti, maka dalam konsep bagi hasil yang ditentukan di awal adalah 

persentase bagi hasil sedangkan berapa nomimal pasti keuntungan diketahui 

di akhir berdasarkan besar kecilnya keuntungan nasabah dalam melakukan 

sebuah usaha. 

 

2. Prinsip-prinsip Distribusi Hasil Usaha 

Pembagian hasil usaha antara pihak lembaga keuangan syariah 

sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola dana 

(mudharib) dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

a. Net Revenue Sharing 

Yaitu Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal 

(ra’su al-mal). 
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b. Profit Sharing 

Yaitu Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal 

(ra’su al-mal) dan biaya-biaya.
5
 

Aplikasi lembaga keuangan syariah pada umumnya dapat 

menggunakan sistem profit sharing maupun net revenue sharing tergantung 

kepada kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah untuk memilih 

salah satu dari sistem yang ada. Lembaga keuangan syariah yang ada di 

Indonesia saat ini menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar net revenue 

sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana 

(deposan). 

1) Net Revenue Sharing 

Net Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 

tiga kata yaitu, Net yang berarti bersih. Revenue  yang berarti hasil, 

penghasilan, pendapatan.6 Sharing  adalah bentuk kata kerja 

dari share yang berarti bagi, bagian, mendapat bagian. 

Sehingga dapat diartikan bahwa net revenue sharing adalah bagi 

hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal).  

 

 

 

                                                         
5
Ahmad Ifham Solihin, Ini Lho, Bank Syariah, Cet. 1, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), 

h. 181 
6
 Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 484 
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2) Profit Sharing 

Profit menurut etimologi berarti untung, keuntungan, beruntung.
7
 

Sedangkan sharing adalah bentuk kata kerja dari share  berarti bagi, 

bagian, mendapat bagian.8 Selain itu, profit sharing dalam kamus 

ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.
9 Secara definitif profit 

sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai 

dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat 

berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba 

yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk 

pembayaran mingguan atau bulanan. Keuntungan yang dibagihasilkan 

harus dibagi secara proporsional antara shahibul mal dengan mudharib. 

Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis 

mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat 

dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi 

antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati 

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.10 

 

 

 

                                                         
7
 Ibid, h. 449 

8
 Ibid, h. 518 

9
 Frista Artamanda Widodo, Kamus Istilah Ekonomi, (Jombang: Lintas Media), h. 238 

10
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

AMPYKPN), h. 105 
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3. Landasan  Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

a. QS Al-Baqarah ayat 282: 

                               

                             

                                

                                 

                              

                                    

                              

                            

                                  

                                

    

   

 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak 

ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
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perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
11

 
 

 Pada ayat di atas mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum 

transaksi yang terjadi di antara manusia. Pertama, anjuran untuk 

menuliskan utang yang ditangguhkan pembayarannya dalam tanggungan, 

baik penangguhan itu dengan arena pinjam meminjam, jual beli maupun 

salam (jual beli barang  yang disebutkan sifatnya dan ditangguhkan 

penyerahannya hingga waktu yang akan datang). 

 Hendaknya penulis menulis dengan adil dan mengetahui prinsip-

prinsip dan syarat-syarat penulisan. Hendaknya ia tidak menolak untuk 

menulis selama ia mampu melakukannya. Ia berkewajiban untuk menulis 

sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, tanpa menambah dan 

mengurangi atau menimpakan bahaya kepada seorang pun. 

 Kreditur (peminjam) hendaknya mendikte penulis dengan benar, 

tidak sedikitpun menambah atau mengurangi hak ketika mendikte. 

                                                         

 
11

 Kementerian Agama RI,  Alquran dan Tafsirnya.  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I,  h. 

431 
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 Apabila kreditur yang menanggung utang seorang yang tidak 

cakap hukum, maka yang bertanggung jawab mendikte adalah walinya
.12 

b. QS Al-Maidah ayat 1 : 

                           

                          

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
13

 

 

Pada ayat diatas menjelaskan tentang janji-janji yang tetapkan 

oleh Allah kepada hamba-Nya berupa apa-apa yang dihalalkan, apa-apa 

yang diharamkan, dan apa-apa yang diwajibkan, serta apa-apa yang 

dibatasi yang kesemuanya disebutkan dalam Al-quran. Aqad itu ada tiga 

macam yaitu aqad antara Allah dengan hamba-Nya, aqad antara hamba 

dengan dirinya sendiri, dan aqad antara seseorang dengan orang lain. 

Memenuhi aqad merupakan asas Islam yang diwajibkan bagi setiap 

mukmin, baik dari perkataan maupun tindakannya. Hal ini sebagaimana 

perintah Allah untuk tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

                                                         

 
12

 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith. (Jakarta: Gema Insani, 2012), Jilid I, h. 147 

 
13

 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya.  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid II,  h. 

349 
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yang haram, seperti aqad/janji untuk tidak memakan sedikitpun dari harta 

manusia secara batil, seperti riba, undian, menyuap, dan sebagainya.
14

 

c. Hadis riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf: 

رَسُو لَ الله صللى الله عليو  عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَوْ فٍ الَْمُزَ نِِّ رَ ضِي اللهُ عَنْوُ اَ ن  
 و سلم قاَ لَ : اَ لصُّلْحُ جَا ءِزٌ بَ يَْْ اَ لْمُسْلِمِيَْْ , اِ لَّ  صُلْحًا حَر  مَ حَلََ لًَّ 

◌وَ اَحَل  حَراَ مًا    
 “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa 

Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum 

muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau 

menghalalkan hal yang haram”.
15

 

 
d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad 

dari ibnu Abbas dan riwayat malik dari Yahya: 

صَل ى   عَنْوُ انَْ رَ سُوْ لَ ا للهِ ضِى ا للهُ رَ ي دْ رِ بْنِ سِنَانِ الُْ  سَعَدُ  عَنْ اَ بِْ سَعِيْدٍ 
ا بْنُ مَا جَو(   هلََّضَراَرَ وَ لََّضِراَرَ )حَدِ يْثٌ رَوَا :لَ االلهُ عَلَيْوِ وَ سَل مَ قَ   

 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.”
16

 

  

e. Kaidah Fikih : 

ل  دَ ليِْلٌ عَلَى تََْرِ يِْْهَااَ لََّْصْلُ فِ لْمُعَامَلَةِ لَِّْ باَحَةُ اِ لَّ  انَْ يَدُ   
 “Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
17

 

                                                         

 
14

 Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maragi. (Kairo: Matba‟ah Mustafa al-Halabi, 1936), 

Juz VI, h. 43 

 
15

 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram. (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 529 

 
16

 Abdullah Shonhaji, et al, Tarjamah Sunan Ibnu Majah. (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1993), 

Jilid III, h. 165 

 
17

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130 
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B. Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Istilah mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 

proses seseorang menggerakan kakinya dalam menjalankan usahanya.18
 

Selain dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari al- qardhu, berarti al-

qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.19
 

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, 

dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal 

kepada pengelola (mudharib). Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam 

paduan 100% modal dari pemilik modal (shahibul mal) dan keahlian 

pengelola (mudharib).20
  

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan 

syariah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayan lembaga 

keuangan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan 

kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi 

pembiayaan mudharabah yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada 
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 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed. 5, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2013), h. 204 
19

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 135 
20

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 4, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 103 
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mudharib karena shahibul mal tidak boleh ikut campur di dalam 

pengelolaan usaha yang dibiayai oleh shahibul mal.21 

Dalam buku karangan Adiwarman A. Karim yang berjudul Bank 

Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”, Zuhaily mengemukakan 

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang 

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha 

(mudharib). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam 

bentuk persentase (nisbah).22 

 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian 

itu ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal) sepanjang kerugian itu 

bukan kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut. 

Dalam buku karangan Ismail Nawawi yang berjudul Fikih 

Muamalah Klasik dan Kontemporer, Sabiq menyatakan mudharabah 

adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan 

sejumlah uang diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua 

sesuai dengan perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, 

kerja sama dalam permodalan (mudharabah) atau pinjaman adalah si A 

memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan 

keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan 

keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja 

(si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang 

dialaminya.23 

 

 

 

 

 

 
                                                         

21
 Sutan  Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 

Syariah, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 27 
22

 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., h. 103 
23

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012),  h. 141 
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2.  Jenis-jenis Mudharabah 

Implementasi mudharabah dalam sistem lembaga keuangan 

syariah dikategorpikan sebagai berikut: 

a. Mudharabah Muthlaqah  

Adalah pihak pemilik modal (shahibul mal) memberikan 

keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan 

jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan 

menuntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah.
24

 Ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati di awal akad. 

2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan 

usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan 

pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasan penuh untuk 

mengelola modal dan tidak ada batasan, baik tempat, tujuan 

maupun jenis usahanya. 

3) Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan 

deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu 

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

                                                         
24

 Muhammad Arifin, Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 

2011), h. 144 
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4) Pemilik modal (tabungan mudharabah) dapat mengambil 

dananya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan 

mengambil saldo negatif. 

5) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, atau 12 bulan. 

 

b. Mudharabah Muqayadah 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, pemilik 

dana (shahibul mal) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang 

harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah sebagai pengelola  

(mudharib), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.25
 

Ketentuan mudharabah muqayadah sebagai berikut: 

1) Lembaga keuangan syariah sebagai manajer investasi bagi 

nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan 

lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana 

mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang 

mereka sepakati. 

2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah 

muqayadah. 

                                                         
25

  Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  h. 65 
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3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya 

dinegosiasikan. 

 

3. Dasar Hukum Mudharabah 

a. Alquran 

Ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

mudharabah adalah : 

                          

                                 

                         

                         

                           

                              

      

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 

atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 

yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 

orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka 

bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain 

lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. 
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dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 

kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang 

paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah 

ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang (QS. Al-Muzammil :20). 

 

Pada ayat diatas yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya 

akad mudharabah adalah kata “   ” yang sama dengan akar kata 

mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan 

usaha26. 

 

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : 

فيِْهِن   لَيْوِ وَسَلَمَ قاَلَ : ثَلََثٌ النبِِّّ  صَل ى اللهُ عَ  هَيْبٍ رَضِيَ الُله عَنْوُ أَنعَنْ سُ 
عِيِْْ للِْبَ يْتِ طُ الْ رَضَةُ وَخَلَ لْمُقَا كَةُ : الَْبَ يْعُ إِلََ أَجَلٍ وَاالْبَ رَ  لََّ للِْبَ يْعِ وَ  بُ رِّ باِلش 

 )رواه ابن ما جو( 
Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda “Ada tiga perkara 

yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli yang ditangguhkan, 

muqaradhah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum 

dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”.
27

 

 

c. Ijma‟ 

Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah telah menyatakan 

bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan 

anak yatim secara mudharabah. 

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 

orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012),  h. 141 
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 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. 1, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h. 147 
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seorang pun mengingkari mereka, karenanya hal itu dipandang 

sebagai ijma‟. 28
 

 

4. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara 

dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. 

Adapun unsur (rukun) perjanjian mudharabah tersebut adalah: 

a. Adanya dua pihak (pemilik dana dan pengelola dana). 

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. 

Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), 

sedangkan pihak kedua beritundak sebagai pengelola modal 

(mudharib)29. Para pihak (shahibul mal dan mudharib) disyaratkan 

cakap bertindak hukum secara syariah. Artinya, shahibul mal 

memiliki kapasitas umtuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki 

kapasitas menjadi pengelola. Selain itu, para pihak juga disyaratkan 

memilki walayah tawkil wa wakalah (memiliki kewenangan 

mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena 

penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola 
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 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 

2000), h. 15 
29

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed, 3, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006), h. 205 
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modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola 

modal tersebut.30 

b. Ijab dan qabul. 

Pernyataan kehendak berupa ijab dan qabul antara kedua pihak 

memiliki syarat-syarat, yaitu: 

1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan 

mudharabah. Dalam mnejelaskan maksud tersebut bisa 

menggunakan kata mudharabah, qiradh, muqaradah, atau 

semua kata yang semakna dengannya.  

2) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan 

diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak 

pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai 

ungkapan kesediaan bekerja sama. Kesediaan tersebut bisa 

diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) 

lain yang menunjukkan kesediaan. 

3) Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan 

pihak kedua. Secara lebih luas, ijab dan qabul tidak saja 

terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi 

pemodal dan pengelola, tetapi juga kesediaan untuk menerima 

kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih rinci. Dalam 

                                                         
30

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

YKPN), h. 103 
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hal ini, ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak 

pertama, begitu juga sebaliknya. Kedua harus saling 

menyetujui, artinya jika pihak pertama melakukan ijab 

(penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul 

(penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-

kesepakatan itu disetujui, maka terjadilah hukum.
31

 

c. Adanya modal 

Modal ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh 

penyedia dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) 

untuk tujuan usaha.
32

 

Modal disyaratkan: 

1) Harus jelas jumlah dan jenisnya serta diketahui oleh kedua 

belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah, 

sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba 

karena ketidakjelaskan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba 

itu penting dalam kontrak ini. 

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus 

dinilai pada waktu akad. 

                                                         
31

 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 127 
32

 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah,Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 

2009), h. 107 
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3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 

kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad.
33

 

d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal.  

Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 

harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai 

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan. 

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 
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1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur 

tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan. 

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mudharabah, yaitu keuntungan. 

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.34 

 

C. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Dewan Syari‟ah Nasional setelah 

Menimbang : a.  bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) 

dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada 

prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil 

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal 

(ra’su al-mal) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan 

pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), yakni bagi 

hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi 

                                                         
34

 Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam 

Lembaga Keuangan Syariah. 
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modal (ra’su al-mal); dan masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan; 

b.  bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat 

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS); 

c.  bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh 

kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan 

dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip 

pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan 

pedoman. 

Mengingat : 1.   Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

                           

                       

                           

                     

                          

                          

                        

                             
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                          

                    

                              

                        

         

 

  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 
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dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
35

 

 

 

2.  Firman Allah QS. al-Ma‟idah [5]: 1: 

                        

                           

   

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
36

 

 

 

3.    Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari „Amr bin „Auf: 

عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَوْ فٍ اَ لْمُزَ نِِّ ر ض الله عنو اَ ن رَسُوْ لَ الِله 
لْحُ جَائزٌِ بَ يَْْ الَْمُسْلِمِيَْْ, اِلَّ  صللى الله عليو و سلم قاَلَ : )الَصُّ 

شَرْ هِ صُلْحًاحَر مَ حَلََلًَّوَاَحَل  حَراَمًا, وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِ  مْ, اِلَّ 
  طاً حَر مَ حَلََ لًَّ وَ اَحَل  حَراَ مًا(

 Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 

'anhu bahwa Rasulullah saaw bersabda: “Perdamaian dapat 

dilakukan di antara kaum muslimin kecuali  perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.”
37

 

                                                         

 
35

 Kementerian Agama RI,  Op. Cit.,  h. 431 

 
36

 Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 349 

 
37

 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram. (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 529 
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4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit,    

riwayat Ahmad dari Ibnu „Abbas, dan Malik dari Yahya: 

 عَنْوُ انَْ رَ سُوْ لَ للهُ ضِى ارَ ي دْ رِ سَعَدُ بْنِ سِنَا نِ الُْ  عَنْ اَ بِْ سَعِيْدٍ 
:لََّ ضَراَرَ وَ لََّ ضِراَرَ )حَدِ يْثٌ رَوَا هُ لَ اصَل ى الُله عَلَيْوِ وَ سَل مَ قَ  اللهِ 

 ا بْنُ مَا جَو( 
   “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak 

boleh pula membahayakan orang lain.”
38

 
  

5. Kaidah fiqh: 

 

لَِّْ باَ حَةُ اِ لَّ  انَْ يَدُ ل  دَ ليِْلٌ عَلَى تََْرِ يِْْهَا ةِ اَ لََّْ صْلُ فِ لْمُعَا مَلَ   
  “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
39

 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA 

DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

Pertama : Ketentuan Umum 

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue 

Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil 

usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

                                                         

 
38

 Abdullah Shonhaji, et al, Tarjamah Sunan Ibnu Majah. (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1993), 

Jilid III, h. 165 

 
39

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130 
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2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil 

usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati 

dalam akad. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.
40

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
40

 Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam 

Lembaga Keuangan Syariah. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP 

 

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Barokah 

Di tengah ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang sulit dalam 

menghadapi himpitan ekonomi, di tambah dengan adanya kebijakan pemerintah 

dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan bahan-bahan 

pokok naik, maka masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Masyarakat 

meminjam di Koperasi konvensional dengan harapan bisa meringankan beban 

mereka. Tanpa mereka sadari, koperasi konvensional menggandakan bunga yang 

cukup besar, sehingga banyak masyarakat yang meminjam uang di koperasi 

konvensional tidak sanggup untuk membayarnya.  

Berdasarkan alasan, keinginan serta pemikiran ingin berbuat dan 

bermanfaat untuk sesama, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 

09.30 di Aula SMKN 2 Curup didirikan Koperasi Syariah Barokah, yang dihadiri 

oleh 24 anggota. Dengan akta notaris Nomor : 05/BH/DK/KEP/2005. 

Modal awal berdirinya Koperasi Syariah Barokah ini adalah Rp. 

888.500,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) 

dari hasil swadaya anggota. 
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Dengan susunan kepengurusan awal
1
:  

1. Pengurus 

Ketua  : Agusari Amintasa, SE 

Sekretaris : Beni Azwar 

Bendahara : Ir. Wirda 

2. Badan Pengawas 

Ketua  :  M. Kutaini 

Anggota : 

1. Mahiddin Martha, BBA 

2. M. Hasbi, SH 

3. Dewan Syariah 

Ketua  : Busrianti, M. Ag 

Anggota : 

1. Kurniawan, M.Pd 

2. H. Nazaruddin, AS 

3. Drs. H Asmedi  

 

                                                         
1
 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, tanggal  4 Februari 2016 
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B. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Syariah Barokah Curup 

Koperasi Syariah Barokah Curup berdasarkan syariat agama Islam (Al-

Quran dan Sunnah) dengan dijiwai semangat saling tolong menolong (ta’awun) 

dan saling menguatkan (takaful), Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta 

berdasarkan asas kekeluargaan. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah  Curup 

berdasarkan pada prinsip-prinsip: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis sesuai dengan system ekonomi 

Islam. 

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-

masing anggota. 

4. Pemberian bagi hasil terhadap modal. 

5. Kemandirian. 

6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota. 

7. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan. 

 

C. Visi dan Misi  

Adapun visi misi Koperasi Syariah Barokah Curup adalah memajukan 

kesejahteraan anggota /calon anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota. 
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Untuk mencapai  visi dan misi tersebut Koperasi Syariah Barokah Curup 

telah menyelenggarakan kegiatan: 

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) 

  Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka dalam Koperasi 

Syariah Barokah Curup tidak mengenal istilah bunga tetapi sistem bagi 

hasil, jual beli, dan jasa-jasa lainnya (sesuai dengan akad). 

2. Unit ZIS melalui Pondok Zakat Barokah 

Untuk menampung aspirasi anggota yang ingin menyalurkan 

Zakat, Infaq dan Shodaqoh dapat diterima dan disalurkan oleh Koperasi 

Barokah, sesuai dengan aturan sebagai berikut: 

a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai 

dengan ketentuan agama. 

b. Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah didayagunakan terutama untuk 

masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha produktif. 

 

3. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota melalui 

pengajian bulanan 

a. Pengajian Bulanan 

 Pengajian bulanan melalui pemberian materi pencerahan oleh 

ustadz. Dilakukan sejak awal berdirinya Koperasi Syariah Barokah 

Curup, yang dijadikan agenda rutin setiap bulannya di Masjid Al-
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Qudus Jln. Iskandar Ong Curup. Pengajian dilakukan setiap hari 

Jum‟at pada minggu pertama pada awal bulan. Ustadz yang 

didatangkan berganti-ganti setiap bulan, dengan demikian diharapkan 

para anggota tidak bosan dan tetap bersemangat dalam setiap 

pengajian tersebut. Saat pelaksanaan adalah siang hari setelah Zuhur 

dari pukul 14.00 – 16.00 WIB. Materi-materi pengajian tersebut diisi 

dengan berbagai hal yang menyangkut pengalaman agama dalam 

kehidupan sehari-hari, akhlak, akidah dan muamalah. Serta pengenalan 

anggota tentang sistem ekonomi syariah. Melalui kegiatan ini iman dan 

taqwa akan ditumbuhkan. Selain mempererat hubungan tali silaturahmi 

antar anggota, pengurus, dan pengelola. Serta melalui pengajian ini 

diharapkan anggota bisa menerapkan pelajaran yang mereka peroleh 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Pembelajaran Penyusunan Manajemen Usaha Bagi Anggota 

 Sebelum akad pembiayaan diadakan pengarahan. Pengurus 

Koperasi Syariah Barokah sedikit demi sedikit memberikan penjelasan 

tentang cara menyusun laporan laba rugi sederhana untuk menentukan 

bagi hasil yang akan dilaporkan kepada Koperasi setiap bulannya. 

Sesuai dengan nisbah yang mereka sepakati ketika melakukan akad 

pembiayaan. 
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 Berbagai strategi yang dilakukan anggota untuk membayar 

angsuran agar selalu tetap tepat waktu, salah satunya dengan 

menyisihkan setiap hari pendapatannya lima ribu sampai tiga puluh 

ribu perhari. Tetapi  anggota cenderung akan lebih memilih 

menggunakan akad jual beli dengan alasan kesulitan untuk melakukan 

pencatatan sehingga akan kesulitan untuk menentukan bagi hasilnya 

nanti. Fenomena ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan 

yaitu anggota/peminjam sering salah  dalam penggunaan uang. Uang 

yang seharusnya diputar untuk usaha (membeli dagangan lagi) tetapi 

digunakan untuk keperluan lain (konsumtif) bahkan ada yang berakibat 

usahanya macet dan tidak mampu mengangsur pinjaman. Dana 

pembiyaan yang seharusnya sebagai dana investatif, seringkali 

difungsikan sebagai dana rehabilittif (kehidupan rutin/sehari-hari).
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2
 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 4 Februari 2016 
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D. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Barokah 

 

 Keterangan 

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

RAT (Rapat Anggota Tahunan) adalah forum tertinggi dalam organisasi 

koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus 
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maupun pengawas oleh UU ini atau anggaran dasar. Adapun kewenangan 

pembina : 

a. Keputusan mengenai perubahan AD. 

b. Pengangkatan dan Pemberentian anggota Pengurus dan Pengawas. 

c. Penetapan kebijakan umum koperasi. 

d. Pengesahan program kerja koperasi. 

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi. 

 

2. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang bertugas mengawasi kerja 

pengurus dalam bidang syariah atau pelaksanaan unit usaha berdasarkan syariat 

agama. 

 

3. Pengurus 

Pengurus adalah orang yang menerima mandat dari RAT. Pengurus 

berwenang untuk memastikan jalan tidaknya koperasi dan membuat kebijakan 

umum serta melakukan pengawasan kegiatan koperasi sehingga semuanya 

diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan tugas-tugas sebagai berikut : 

a. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum koperasi. 

b. Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari 

kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT. 



52 

 

 

c. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk: 

1) Melakukan pengawasan terhadap tugas manager. 

2) Persetujuan pembiayaan untuk satu jumlah. 

3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada 

anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati. 

4. Pengelola 

Pengelola adalah orang yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan 

pengurus, menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta 

menjamin kelangsungan usaha. 

 

E. Lokasi dan  Layanan 

Lokasi Koperasi Syariah Barokah Curup terletak di Jln. Iskandar Ong No. 

68 Kel. Timbul Rejo, Curup.  

Sedangkan layanan yaitu: 

1. Senin – Kamis dan Sabtu : 08.00 – 13.00 WIB. 

2. Jum„at    : 08.00 – 11.30 WIB.  

 

F. Sumber-Sumber Dana 

Dalam pertumbuhan setiap lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan kemampuannya dalam menarik  nasabah baik berskala kecil 

maupun besar. Oleh karena itu, dalam menghimpun dana koperasi syariah 

memiliki berbagai produk dan jasa Koperasi Syariah Barokah. 
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Adapun produk dan jasa yang dimilki Koperasi Syariah Barokah Curup 

meliputi : 

1. Tabungan Barokah 

Tabungan bersistem bagi hasil dengan dilengkapi buku tabungan. 

Keistimewaan Tabungan Barokah: 

a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, 

ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan. 

b. Setoran awal hanya Rp. 10.000,00 

c. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 

halal. 

d. Tidak ada potongan. 

e. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan pada Koperasi 

Syariah Barokah. 

 

2. Simpanan Lebaran 

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya idul fitri/lebaran. 

Keistimewaan Simpanan Lebaran : 

a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, 

ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan. 

b. Setoran awal hanya Rp. 10.000,00 

c. Dapat diambil menjelang hari Raya. 
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3. Tabungan Haji 

Keistimewaan Tabungan Haji : 

a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, 

ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan. 

b. Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat 

direncanakan sesuai kemampuan. Semakin matang persiapan 

karena direncanakan jauh sebelumnya, semakin ringan biaya 

perjalanan haji yang akan dibayarkan. 

c. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 

halal. 

 

4. Sertifikat Barokah ( Simpanan Khusus Pendirian Unit Simpan Pinjam) 

Produk investasi dari Koperasi Syariah Barokah yang menggunakan akad 

Mudharabah. 

Keuntungan: 

a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 45:55, 

ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan. 

b. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 

halal. 
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5. Tabungan Qurban 

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang Hari Raya Qurban/Idul 

Adha. 

Keistimewaan : 

a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, 

ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan. 

b. Dapat diambil menjelang Hari Raya Qurban.
3
 

 

G. Produk Pembiayaan / Pinjaman  

1. Penanaman Dana dengan Konsep Jual Beli 

Konsep Jual Beli Meliputi : 

a. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keyntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh 

berubah selama masa perjanjian. 

b. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari 

dimana pembayaran dilakukan di muka secara tunai. 

c. Istishna’ adalah jual beli dimana produsen ditugaskan untuk 

membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Pembayarannya 

dapat dilakukan diawal, ditengah, diakhir. 

 

                                                         
3
 Ade Fitri (Bendahara), Wawancara,  tanggal 19 Februari 2016 
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2. Penanaman Dana dengan Konsep Bagi Hasil 

Konsep Bagi Hasil meliputi : 

a. Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan dan resiko ditanggung sesuai 

kontribusi. 

b. Mudharabah adalah kerjasama anatara koperasi dengan anggota 

yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola 

usaha. Dalam hal ini pemilik modal (Shahibul Maal) 

menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (Mudharib) 

untuk dikelola. 

 

3. Penanaman Dana dengan Konsep Sewa 

Ijarah adalah perjanjian antara koperasi dengan anggota (Mustajir) 

sebagai penyewa suatu barang dan Koperasi mendapatkan imbalan jasa atas 

barang yang disewakan. 
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H. Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup  

NERACA 

KOPERASI SYARIAH BAROKAH 

Kamis, 30 Juni 2016 

AKTIVA JUMLAH PASSIVA JUMLAH 

AKTIVA 895.225.235,00  KEWAJIBAN dan DST 552.084.825,85  

  Aktiva Lancar 520.252.752,00    Kewajiban Jangka Pendek 765.415,77  

     Kas 3.624.200,00        Titipan Simpanan 492.103,00  

         Kas Teller 3.624.200,00        Zakat, Infaq, dan Shadaqah 273.312,77 

     Simpanan Pada Bank 7.179.942,00            Titipan Zakat 177.477,00  

         Bank BMI Rek. 4320002482 3.122.096,00            Titipan Infak dan Shadaqah 95.835,77  

         Bank BPD Rek. 0020201413907 3.385.334,00    Dana Syirkah Temporer 507.339.233,81 

         BMI Rek. 4320006110 672.512,00        Simpanan Mudhrabah 506.105.023,81  

     Simpanan di BMT Lain 190.000,00            Tabungan Barokah 500.234.751,11  

         Simpanan di BMT Al-Amal 190.000,00            Tabungan Qurban 204.362,54  

     Piutang Usaha 251.237.665,00            Simpanan Lebaran 283.584,89  

         Piutang Murabahah 225.636.165,00            Tabungan Haji 5.382.325,27  

         Piutang Ijaroh 25.601.500,00        Sertifikat Barokah (Simjaka) 1.234.210,00  

     Pembiayaan 43.972.386,00            Sertifikat Barokah 1 Bulan 984.210,00  

         Pembiayaan Mudharobah 43.962.386,00            Sertifikat Barokah 3 Bulan 250.000,00  

     Pinjaman Qordh 149.423.818,00    Rupa-Rupa Passiva 43.980.176,27  

     Penyi. Kerugian Pengh. Aktiva (73.100,00)       Dana-Dana SHU 36,320.176,27  

     Persediaan 6.020.000,00           Dana Pendidikan 5.827.380,00  

         Persediaan emas 6.020.000,00           Dana Sosial 8.395.442,00  

     Penyertaan 58.677.841,00           Dana Cadangan 22.097.354,27 

         Penyertaan Toserba 28.602.841,00    Cadangan 7.660.000,00  

         Dinar Dirham 17.700.000,00           Cadangan Penyisihan Piutang 1.200.000,00  

         Pembayaran Listrik, Telp, & PDAM 12.375.000,00           Cadangan Dana Pensiun 6.460.000,00  

  Aktiva Tetap dan Inventaris 361.977.383,00  MODAL 343.140.409,15 

     Nilai Perolehan 372.343.630,00    Modal Sendiri 269.382.250,00  

         Inventaris Kantor 53.506.838,00           Simpanan Pokok 24.075.000,00  

         Tanah dan Bangunan 299.281.792,00           Simpanan Wajib 211.567.800,00  

         Printer 3.650.000,00  

         Simpanan Pokok Khusus 

Sukarela 33.739.450,00  

         Komputer dan Laptop 15.905.000,00    Modal Hibah / Donasi 65.850.600,00  

    Akumulasi Penyusutan (10.366.247,00)          Modal Hibah  850.600,00  

         Akum Peny. Inv. Kantor -/- (5.024.752,00)          Bantuan UKM Mart 65.000.000,00  
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         Akum  Peny. Komputer -/- (3.844.195,00)   SHU 7.907.559,15  

         Akum Peny. Printer -/- (1.497.300,00)          SHU Tahun Berjalan 7,907.559,15 

   Rupa-Rupa Aktiva 12.995.100,00      

   Biaya dibayar dimuka (BDD) 2.745.100,00      

        Biaya dibayar dimuka (BDD) 2.745.100,00      

   Software di BMT 10.250.000,00      

        Perolehan Software 15.000.000,00      

        Amortisasi Software (4.750.000,00)     

        

TOTAL AKTIVA 895.225.235,00  TOTAL PASSIVA 895.225.235,00  

 

Dari neraca Koperasi Syariah Barokah Curup di atas dapat diketahui 

bahwa total kas Koperasi Syariah Barokah Curup per 30 Juni 2016 adalah 

sebesar Rp 3.624.200,00. Sedangkan jumlah pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp 43.962.386,00 , ini sangat sedikit 

jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah sebesar Rp 225.636.165,00. 

Hal tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran para anggota mengenai 

pembiayaan mudharabah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, 

pembiayaan mudharabah memiliki perhitungan yang cukup rumit dibandingkan 

pembiayaan lain seperti murabahah yang memiliki perhitungan yang lebih 

sederhana, sehingga di Koperasi Syariah Barokah Curup saat ini lebih banyak 

anggota yang melakukan pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan 

mudharabah.  

Dari neraca Koperasi Syariah Barokah di atas juga dapat diketahui bahwa 

total Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan yaitu pendapatan Koperasi Syariah 

Barokah Curup yang dikurangi dengan biaya, penyusutan, zakat, dan kewajiban 

lainnya sebesar Rp 7.907.559,15 ,sedangkan total aset Koperasi Syariah Barokah 

Curup per 30 Juni 2016 yaitu sebesar Rp 895.225.235,00. 
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I. Alokasi dan Sirkulasi Dana 

Koperasi Syariah Barokah mengalokasikan dananya melalui beberapa 

produk dan pembiayaan, produk-produk ini merupakan penerapan dari akad-akad 

Syariah, meliputi: 

a. Wakalah adalah penyerahan atau pemberian mandat. 

b. Kafalah adalah jaminan yang diberikan penaggung kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. 

c. Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menaggungnya. 

d. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman  yang diterimanya. 

e. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali. Pada koperasi syariah, qardh adalah pemberian 

pinjaman dari Koperasi kepada anggota yang dipergunakan untuk 

kebutuhan  mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu 

dan bukan pinjaman yang bersifat konsumtif. 

Sedangkan pembiayaan yang dilakukan seperti : 

a. Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan dan resiko ditanggung sesuai kontribusi. 
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b. Mudharabah adalah kerjasama anatara koperasi dengan anggota yang 

mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. 

Dalam hal ini pemilik modal (Shahibul Maal) menyerahkan 

modalnya kepada pekerja/pedagang (Mudharib) untuk dikelola. 

 

J. Aturan dalam Pembiayaan yaitu : 

a. Pengunaan harus jelas dan tidak bertentangan dengan Syariah Islam. 

b. Sumber pembayarannya tidak berasal dari hasil usaha/pekerjaan yang 

dilarang syariah Islam. 

c. Hanya diberikan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah, dan 

pekerja keras. 

d. Pembiayaan diutamakan bagi anggota yang mempunyai kegiatan produktif. 

e. Menyerahkan dokuman identitas berupa KTP dan dokumen jaminan 

pembiayaan. 

 

K. Syarat Anggota Baru 

a. Berniat mencari ridho Allah SWT melalui pelaksanaan ekonomi Islam. 

b. Berniat untuk menyimpan dalam rangka menolong sesama anggota, 

c. Berniat menggunakan fasilitas pembiayaan untuk usaha dan memberikan 

bagi hasil yang pantas kepada koperasi agar koperasi bisa memenuhi biaya 

operasional. 
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d. Berniat aktif mengikuti pengajian koperasi dalam rangka menjalin 

silaturahmi sesama anggota. 

e. Membayar Rp. 205.000,00. 

Dengan rincian: 

1) Simpanan pokok Rp. 100.000,00. 

2) Simpanan wajib Rp. 50.000,00. 

3) Tabungan Barokah Rp. 50.000,00. 

4) Biaya Administrasi Rp. 5.000,00. 

f. Mengisi formulir permohonan. 

g. Pas Photo 2x3  (2 lembar). 

h. Photo Copy KTP 1 lembar. 

i. Mendapat rekomendasi dari 2 anggota lama. 

j. Tidak mengajukan pembiayaan sebelum 12 bulan menjadi anggota. 

k. Map plastik (1 buah) 

l. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah 

Barokah Curup
4
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
4
 Brosur Koperasi Syariah Barokah Curup 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan Mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup 

 

Dalam pertumbuhan setiap lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan kemampuannya dalam menarik  nasabah baik berskala kecil 

maupun besar. Oleh karena itu dalam menghimpun dana, Koperasi Syariah 

Barokah Curup  memiliki berbagai produk penghimpunan dana seperti tabungan 

Barokah, simpanan lebaran, sertifikat Barokah, dan sebagainya. Dana yang telah 

dikumpulkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup dari titipan dana  pihak 

ketiga atau titipan lainnya yang menggunakan akad mudharabah  perlu dikelola 

dengan penuh amanah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan 

yang besar, baik untuk anggota maupun Koperasi Syariah Barokah Curup. 

Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem Koperasi Syariah 

Barokah Curup dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui 

operasionalnya. Sebab keuntungan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah 

Barokah Curup cenderung berbeda-beda setiap bulannya mengingat sistem yang 

dikembangkan adalah sistem mudharabah yang tidak menentukan nominal 

keuntungan  melainkan hanya persentase atau porsi nisbah yang disepakati antara 

kedua belah pihak yaitu pihak Koperasi sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan 
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anggota sebagai pengelola (mudharib). Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah 

seorang pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup  berikut:  

Mudharabah adalah kerjasama antara koperasi dengan anggota yang 

mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini 

Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai pemilik modal (shahibul maal) 

menyerahkan modalnya kepada anggota (mudharib) untuk dikelola, keuntungan 

dibagikan berdasarkan persentase nisbah yang telah disepakati di awal akad. 

Dalam pembiayaan mudharabah, antara pihak Koperasi Syariah Barokah Curup 

dan anggota dapat melakukan tawar menawar dalam menentukan persentase 

nisbah keuntungan. Jadi besarnya persentase nisbah keuntungan dalam 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup merupakan 

kesepakatan bersama antara Koperasi Syariah Barokah Curup (shahibul mal) dan 

anggota (mudharib). 
5
 

 

Koperasi Syariah Barokah Curup telah melaksanakan pembiayaan 

mudharabah sejak awal berdiri yaitu pada bulan Mei 2005 dan pembiayaan 

mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup telah membiayai berbagai 

macam usaha, diantaranya usaha dalam bentuk penjualan materai, penjualan 

beras, penjualan minyak, loket pembayaran listrik, dan sebagainya
6
. 

Koperasi Syariah Barokah Curup dalam operasionalnya, melaksanakan 

pembiayaan mudharabah dalam dua bentuk, yaitu: 

1. Mudharabah murni yaitu pihak Koperasi Syariah Barokah Curup (shahibul 

mal)  menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (mudharib) 

untuk dikelola ke dalam usaha yang telah disepakati, sedangkan anggota 

(mudharib) hanya memberikan keahlian/tenaga dalam kontribusi usaha 

tersebut. 

                                                         

 
5
 Umi Kholifah, (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup),  Wawancara, 16 Maret 2016 

 
6
 Agusari Amintasa, (Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 15 Maret 2016 
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2. Mudharabah campuran (mudharabah musytarakah) yaitu salah satu bentuk 

akad mudharabah di mana pengelola (mudharib) turut menyertakan 

modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur 

kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang 

lebih besar bagi para pihak
7
. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syariah 

Barokah Curup menyediakan dana kepada anggota (mudharib) untuk 

dikelola, akan tetapi anggota (mudharib) tersebut juga menyertakan modal 

dalam usaha yang dilakukan. 

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Koperasi 

Syariah Barokah Curup terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Permohonan pembiayaan 

  Tahapan awal yang dilaksanakan anggota dalam mengajukan 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu 

pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah keapada Koperasi Syariah 

Barokah Curup.  

 

 

                                                         

 
7
 Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang  Akad Mudharabah Musytarakah 
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  Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemohon pembiayaan adalah anggota Koperasi Syariah 

Barokah . 

b. Umur keanggotaan minimal 12 bulan. 

c. KTP Suami Istri (jika sudah menikah). 

d. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 

e. Jaminan / Penjamin. 

2. Analisis permohonan pembiayaan 

  Analisis permohonan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan 

berkas yang diajukan oleh calon nasabah, jika berkas lengkap maka akan 

masuk pada tahap selanjutnya, jika tidak maka akan dilakukan pemanggilan 

ulang untuk melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap sehingga bisa 

dilengkapi oleh nasabah. 

3. Survei 

  Tahap ini adalah salah satu tahapan dari analisis kelayakan 

pembiayaan karena pihak Koperasi Syariah Barokah Curup akan melakukan 

survei kelapangan dan mewawancarai anggota yang mengajukan 

pembiayaan.  

 



66 

 

 

  Dalam melaksanakan analisis pembiayaan, Koperasi Syariah 

Barokah Curup menggunakan analisis 5C, yaitu: 

a. Character (watak) 

 Pihak Koperasi Syariah Barokah Curup selalu ingin pembiayaan 

yang diberikan kepada anggota dapat dilunasi pada waktunya. Oleh 

karena itu, pihak Koperasi Syariah Barokah Curup akan berusaha 

memberikan pembiayaan kepada anggota yang memiliki karakter baik, 

amanah, dan pekerja keras serta memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap persetujuan yang dibuat. 

 Untuk memperoleh informasi, pihak Koperasi Syariah Barokah 

Curup dapat melakukannya dengan mencari informasi melalui: 

1) Anggota Koperasi Syariah Barokah yang memilki bidang usaha 

yang sama dengan anggota yang mengajukan pembiayaan, 

contohnya sama-sama pedagang beras dan lain-lain. 

2) Mitra dagang dari pemohon. 

Pihak Koperasi Syariah Barokah Curup dapat mengetahui sistem 

pembelian yang diperoleh pemohon dan ketetapan membayar dari 

calon nasabah. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana 

pemohon mampu memenuhi kewajibannya. 

b. Capacity (kapasitas) 

 Pada analisa ini pihak Koperasi Syariah Barokah Curup berusaha 

untuk mengetahui kemampuan pemohon dalam mengoperasikan 
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usahanya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap Koperasi 

Syariah Barokah Curup secara rutin pada saat jatuh tempo. Hal ini dapat 

dilihat dari laporan keuangan yang ada atau administrasi pembukuan 

usaha dari pemohon. 

c. Capital (modal) 

  Analisis aspek capital (modal) ini meliputi struktur modal yang 

disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur 

keuangan usaha tersebut. 

d. Condition (kondisi) 

 Analisis terhadap aspek ini meliputi kondisi lingkungan, 

keramaian, kenyaman, dan sebagainya. 

e. Collateral (jaminan) 

Analisa ini meliputi nilai jaminan yang diberikan pemohon 

kepada Koperasi Syariah Barokah Curup. Selain itu pihak Koperasi 

Syariah Barokah Curup juga akan menganalisa kecenderungan nilai 

jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversinya 

menjadi uang tunai. 

4. Pertimbangan 

  Setelah melakukan survei, pihak Koperasi Syariah Barokah Curup 

akan mengevaluasi dan mempertimbangkan kelayakan pemohon tersebut 

untuk diberikan pembiayaan oleh pihak Koperasi Syariah Barokah Curup. 
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5. Penetapan  kontrak kerja 

  Pada tahap ini akan dibahas mengenai penggunaan dana, jangka 

waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, prinsip distribusi hasil usaha yang 

digunakan, angsuran pokok, jaminan dan penyelesaian sengketa. Setelah 

semuanya selesai maka dilakukan ijab-qabul dan semuanya dituangkan 

dalam kontrak.  

6. Pencairan dana pembiayaan 

  Dalam proses pencairan dana pembiayaan memerlukan waktu 

paling lama dua minggu setelah kontrak kerjasama disepakati. 

7. Monitoring kegiatan usaha 

  Pengawasan usaha oleh pihak Koperasi Syariah Barokah Curup 

selalu dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung 

kegiatan usaha yang dilakukan  oleh anggota
8
. 

  Pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup 

belum cukup berkembang, hal tersebut karena masih rendahnya tingkat 

kesadaran para anggota  mengenai pembiayaan mudharabah yang 

menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, pembiayaan mudharabah 

memiliki perhitungan yang cukup rumit dibandingkan pembiayaan lain 

seperti murabahah yang memiliki perhitungan yang lebih sederhana, 

sehingga di Koperasi Syariah Barokah Curup saat ini lebih banyak anggota 

                                                         

 
8
 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 23 Maret 2016 
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yang melakukakan pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan 

mudharabah
9
.   

  Pada tahun 2015 terhitung dari tanggal 1 Januari 2015 – 31 

Desember 2015 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah 

di Koperasi Syariah Barokah Curup tercatat sebanyak 10 orang dengan 

total jumlah pembiayaan sebesar Rp. 65.599.900,00 (Enam Puluh Lima 

Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). 

 

1. Contoh ilustrasi distribusi hasil usaha pembiayaan mudharabah murni:
10

 

  Pada tanggal 1 Desember 2015, anggota Y mengajukan 

pembiayaan untuk modal usaha loket listrik ke Koperasi Syariah Barokah 

Curup sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Juta Rupiah) dengan jangka waktu 

6 bulan. Perbandingan  nisbah antara anggota dan Koperasi Syariah Barokah 

Curup adalah 60% : 40%, dengan droping (pencairan) pada tanggal 10 

Desember 2015. 

  Berdasarkan transaksi di atas didapatkan dengan hasil sebagai 

berikut dengan metode flat. 

                                                         

 
9
 Agusari Amintasa (Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, tanggal 15 Maret 

2016 

 
10

 Umi Kholifah (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 16 Maret 2016 
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Nama                            :   Y 

Alamat                          :   Jl. Jeruk Purut, No. 18,  Curup Utara. 

No. Telp                        :   085297XXXXXX 

Tanggal Droping           :  10 Desember 2015 

Jumlah Droping             :   Rp 3.000.000 

Nisbah                            :   60% : 40% 

Jaminan                          : BPKB Kendaraan Bermotor 

Tanggal Jatuh Tempo    : 10 Juni 2016 

 

Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan Mudharabah Murni 

Bulan 

Ke- 

Modal 

Koperasi  

(Rp) 

Angsuran 

Pokok 

(Rp) 

Laba 

Bersih 

(Rp)  

Basil 

Koperasi 

(40%) 

Simpanan 

Wajib 

(Rp) 

Total 

Angsuran 

(Rp) 

1 3.000.000 500.000 250.000 100.000 50.000 650.000 

2 2.500.000 500.000 200.000 80.000 50.000 630.000 

3 2.000.000 500.000 170.000 68.000 50.000 618.000 

4 1.500.000 500.000 150.000 60.000 50.000 610.000 

5 1.000.000 500.000 100.000 40.000 50.000 590.000 

6 500.000 500.000 75.000 30.000 50.000 580.000 

TOTAL   945.000 378.000 300.000 3.678.000 

 

Catatan :  

 Pendapatan hanya sebagai arsip antara pihak koperasi dengan anggota. 

Laba Bersih Koperasi Syariah Barokah Curup dihitung dengan rumus berikut: 

Laba Bersih = Pendapatan – (Modal + Biaya-Biaya) 

 

a. Contoh laba bersih pada bulan pertama : 

Laba Bersih = Rp 3.300.000 – (Rp 3.000.000 + Rp 50.000) 

    = Rp 250.000 
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b. Contoh laba bersih pada bulan kedua : 

Laba bersih = Rp 2.750.000 – ( Rp 2.500.000 + Rp 50.000) 

    = Rp 200.000 

c. Contoh laba bersih pada bulan ketiga : 

Laba bersih = Rp 2.220.000 – (Rp 2.000.000 + Rp 50.000) 

    = Rp 170.000 

Cara menghitung distribusi hasil usaha (koperasi) 
11

: 

Distribusi Hasil Usaha= Laba Bersih X Nisbah 

                                          
a. Contoh distribusi hasil usaha pada bulan pertama : 

Laba Koperasi =  Rp 250.000 X 40% 

                     

                        = Rp 100.000 

 

b. Contoh distribusi hasil usaha pada bulan kedua : 

Laba Koperasi = Rp 200.000 X 40% 

                 

         = Rp 80.000 

  

c. Contoh distribusi hasil usaha pada bulan ketiga : 

Laba Koperasi = Rp 170.000 X 40% 

 

         = Rp 68.000 

 

 

 

                                                         

 
11

 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 23 Maret 2016 



72 

 

 

2. Contoh ilustrasi distribusi hasil usaha pembiayaan mudharabah campuran 

(mudharabah musytarakah) : 
12

 

   Pada tanggal 1 Mei 2015 anggota Z mengajukan pembiayaan untuk usaha 

penjualan beras ke Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp 6.000.000,00 

(Enam Juta Rupiah). Dalam usaha tersebut anggota menyertakan modal sebesar 

Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Dengan jangka waktu 2 tahun. Perbandingan  

nisbah antara anggota dan Koperasi Syariah Barokah Curup adalah 55% : 45%, 

dengan droping (pencairan) pada tanggal 18 Mei 2015. 

Nama                            :   Z 

Alamat                          :   Jl. Jend. Sudirman, No. 18,  Curup Selatan. 

No. Telp                        :   082143XXXXXX 

Tanggal Droping           :  18 Mei 2015 

Jumlah Droping             :  Rp 6.000.000,00 

Modal Anggota              : Rp 5.000.000,00 

Nisbah                            :   55% : 45% 

Jaminan                          : Sertifikat Tanah 

Tanggal Jatuh Tempo    : 18 Mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
12

  Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 30 Maret 2016 
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Tabel 4.2 Angsuran Pembiayaan Mudharabah Musytarakah (campuran) 

Bulan 

Ke- 

Modal 

Koperasi 

(Rp) 

Angsuran 

Pokok 

(Rp) 

Laba 

Bersih 

(Rp)  

Laba 

Bersih 

Yang 

Dibagi 

(Rp) 

Basil 

Koperasi 

(45%) 

Simpanan 

Wajib 

(Rp) 

Total 

Angsuran 

(Rp) 

1 6.000.000 250.000 3.000.000 1.636.364 736.364 50.000 1.036.364 

2 5.750.000 250.000 2.800.000 1.497.674 673.953 50.000 973.953 

3 5.500.000 250.000 2.500.000 1.309.524 589.286 50.000 889.286 

4 5.250.000 250.000 2.200.000 1.126.829 507.073 50.000 807.073 

5 5.000.000 250.000 2.000.000 1.000.000 450.000 50.000 750.000 

6 4.750.000 250.000 2.100.000 1.023.077 460.385 50.000 760.385 

7 4.500.000 250.000 2.000.000 947.368 426.316 50.000 726.316 

8 4.250.000 250.000 1.800.000 827.027 372.162 50.000 672.162 

9 4.000.000 250.000 1.750.000 777.778 350.000 50.000 650.000 

10 3.750.000 250.000 1.600.000 685.714 308.571 50.000 608.571 

11 3.500.000 250.000 1.400.000 576.470 259.412 50.000 559.412 

12 3.250.000 250.000 1.300.000 512.121 230.455 50.000 530.455 

13 3.000.000 250.000 1.200.000 450.000 202.500 50.000 502.500 

14 2.750.000 250.000 1.000.000 354.839 159.678 50.000 459.678 

15 2.500.000 250.000 900.000 300.000 135.000 50.000 435.000 

16 2.250.000 250.000 850.000 263.793 118.707 50.000 418.707 

17 2.000.000 250.000 800.000 228.571 102.857 50.000 402.857 

18 1.750.000 250.000 700.000 181.481 81.667 50.000 381.667 

19 1.500.000 250.000 700.000 161.538 72.692 50.000 372.692 

20 1.250.000 250.000 500.000 100.000 45.000 50.000 345.000 

21 1.000.000 250.000 400.000 66.667 30.000 50.000 330.000 

22 750.000 250.000 350.000 45.652 20.543 50.000 320.543 

23 500.000 250.000 200.000 18.181 8.182 50.000 308.182 

24 250.000 250.000 200.000 9.524 4.286 50.000 304.286 

TOTAL  6.000.000 32.250.000 14.100.192 6.345.089 1.200.000 13.545.089 

Catatan :  

Pendapatan hanya sebagai arsip antara pihak koperasi dengan anggota. 

Laba Bersih pembiayan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup 

dihitung dengan rumus berikut: 

Laba Bersih = Pendapatan – (Modal + Biaya-Biaya) 
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a. Contoh laba bersih pada bulan pertama : 

Laba Bersih = Rp 14.200.000 – (Rp 11.000.000 + Rp 200.000) 

    = Rp 3.000.000 

b. Contoh laba bersih pada bulan kedua : 

Laba bersih = Rp 13.650.000 – ( Rp 10.750.000 + Rp 100.000) 

    = Rp 2.800.000 

c. Contoh laba bersih pada bulan ketiga : 

Laba bersih = Rp 13.100.000 – (Rp 10.500.000 + Rp 100.000) 

    = Rp 2.500.000 

 

  Cara menghitung laba bersih yang dibagi di Koperasi Syariah Barokah 

adalah sebagai berikut 
13

: 

Laba bersih yang dibagi = Modal Koperasi X Laba Bersih 

                                             Total Modal 
a. Contoh pada bulan pertama : 

 Laba bersih yang dibagi  =   Rp 6.000.000 X Rp 3.000.000 

               Rp11.000.000 

                    =   Rp 1.636.364 

 

b. Contoh pada bulan kedua : 

Laba bersih yang dibagi =  Rp 5.750.000 X Rp 2.800.000  

             Rp 10.750.000   

             = Rp 1.497.674 

 

 

 

 
                                                         

 
13

 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 30 Maret 2016 
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c. Contoh angsuran bulan ketiga : 

 

Laba bersih yang dibagi =  Rp 5.500.000 X Rp 2.500.000 

                 Rp 10.500.000 

                            = Rp 1.309.524 

 

Cara mengitung laba yang dibagikan dalam pembiayaan mudharabah 

musytarakah 14: 

Laba Koperasi =     Modal Koperasi X Laba Bersih X Nisbah 

                 Total Modal 
 

a. Contoh pada bulan pertama: 

Laba Koperasi =    Rp 6.000.000 X Rp 3.000.000 X 45% 

        Rp 11.000.000 

  =   Rp 736.364 

b. Contoh pada bulan kedua : 

Laba Koperasi  =    Rp 5.750.000 X Rp 2.800.000 X 45% 

         Rp 10.750.000 

                   =    Rp 673.953 

 

c. Contoh  pada bulan ketiga: 

Laba Koperasi =    Rp 5.500.000 X Rp 2.500.000 X 45% 

        Rp 10.500.000 

  =    Rp 589.286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
14

 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 30 Maret 2016 
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B. Kesesuaian Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan Mudharabah Di 

Koperasi Syariah Barokah Curup dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-

MUI/IX/2000 

1. Mudharabah Murni 

  Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga keuangan syariah tidak 

lepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Semua transaksi 

keuangan dan produk-produk lembaga keuangan syariah telah ditetapkan 

ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI. Prinsip distribusi hasil usaha dalam 

lembaga keuangan syariah pun telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu 

fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut dibuat agar prinsip 

syariah benar-benar diterapkan dan menghindari transaksi yang dilarang 

seperti transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir¸dan sebagainya 

yang dapat membuat buruk citra lembaga keuangan syariah di masyarakat. 

  Adapun ketentuan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai 

berikut: 

4. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net 

Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam 

pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

5. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil 

usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 
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6. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati 

dalam akad.  

  Dalam pembiayaan mudharabah murni, antara pihak Koperasi 

Syariah Barokah Curup dengan anggota sangat mengutamakan 

kepercayaan, termasuk dalam pelaporan pendapatan usaha setiap bulannya. 

Ilustrasi angsuran di atas (tabel 4.1) menunjukan bahwa modal 

Koperasi Syariah Barokah Curup dalam pembiayaan mudharabah murni 

dari bulan ke bulan terus berkurang atau disebut dengan mutanaqisah.  

Mutanaqishah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-

mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap15. Mutanaqishah 

yaitu berkurangnya modal salah satu pihak yang disebabkan pengembalian 

modal secara bertahap oleh pihak lainnya16. Sehingga dengan berkurangnya 

modal Koperasi Syariah Barokah Curup, maka hal tersebut berpengaruh 

terhadap jumlah pembagian laba usaha pembiayaan mudharabah murni, 

dimana jumlah pembagian laba usaha pembiayaan mudharabah murni juga 

berkurang, karena dalam pembiyaan mudharabah murni tingkat 

keuntungan sangat dipengaruhi oleh modal yang diberikan oleh pihak 

Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai pemilik dana (shahibul mal) . 

                                                         

 
15

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 

1455 

 
16

 Bayu Prasetyo, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah 

Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No. 1/DSN-MUI/X/2013”, Skripsi. 

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 21, 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30029/1/BAYU%20PRASETYO-FSH.pdf, 31 

Juli 2016 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30029/1/BAYU%20PRASETYO-FSH.pdf
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  Berdasarkan ilustrasi angsuran di atas juga penulis menyimpulkan 

bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan 

mudharabah murni di Koperasi Syariah Barokah Curup adalah prinsip bagi 

untung (profit sharing), karena pembagian hasil usaha dilakukan setelah 

pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. 

  Penulis juga berupaya untuk mengali lebih dalam lagi terkait 

dengan prinsip distribusi hasil usaha pada pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup, namun pihak koperasi tidak mau 

memberikan data anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah karena 

hal tersebut merupakan rahasia pihak koperasi. Walaupun demikian penulis 

berpendapat bahwa prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 

15/DSN-MUI/IX/2000, karena prinsip distribusi hasil usaha dalam 

pembiayaan mudharabah yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah 

Curup telah sesuai dengan ayat 1 butir pertama dan ketiga dalam fatwa 

tersebut, yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip profit 

sharing (bagi untung) dimana pembagian hasil usaha dihitung setelah 

pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. Selain itu, penetapan prinsip 

pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah 

telah disepakati dalam akad, sehingga tidak menimbulkan kebingungan 

dalam pembagian hasil usaha antara anggota dan pihak Koperasi Syariah 

Barokah Curup. 
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  Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang pengurus 

Koperasi Syariah Barokah Curup : 

  “Metode perhitungan pembagian hasil usaha yang digunakan 

dalam pembiayaan mudharabah dijelaskan pada saat akad antara pihak 

koperasi dengan anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. 

Apabila anggota masih bingung atau belum mengerti, maka pihak koperasi 

akan membantu dalam menghitung keuntungan yang diperoleh anggota 

setiap bulannya dengan membawa catatan keuangan dari usaha yang 

dilakukan”.
17

 

 

 

2. Mudharabah Musytarakah (Campuran) 

Ilustrasi angsuran di atas (tabel 4.2)  menunjukan bahwa modal 

Koperasi Syariah Barokah Curup berkurang setiap bulannya atau disebut 

juga mutanaqisah. Mutanaqishah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-

tanaqishan-mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap18. 

Mutanaqishah yaitu berkurangnya modal salah satu pihak yang 

disebabkan pengembalian modal secara bertahap oleh pihak lainnya19
. 

Sehingga dengan berkurangnya modal Koperasi Syariah Barokah Curup 

maka hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pembagian laba usaha 

pembiayaan mudharabah musytarakah, dimana jumlah pembagian hasil 

usaha mengalami penurunan setiap bulannya, karena dalam pembiyaan 

mudharabah musytarakah keuntungan yang dibagikan yaitu keuntungan 

                                                         

 
17

  Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 30 Maret 2016 

 18 Ahmad Warson Munawwir, Op. Cit., h. 1455 

 
19

 Bayu Prasetyo, Loc. Cit. 
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yang didapatkan hanya dari modal yang disertakan oleh pihak Koperasi 

Syariah Barokah sebagai pemilik modal (shahibul mal). 

  Berdasarkan ilustrasi angsuran di atas juga penulis menyimpulkan 

bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan pada pembiayaan 

mudharabah campuran (musytarakah) di Koperasi Syariah Barokah Curup 

adalah prinsip bagi untung (profit sharing), karena pembagian hasil usaha 

dilakukan setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya.  

  Penulis juga berupaya untuk mengali lebih dalam lagi terkait 

dengan prinsip distribusi hasil usaha pada pembiayaan mudharabah 

campuran (musytarakah) di Koperasi Syariah Barokah Curup, namun pihak 

koperasi tidak mau memberikan data anggota yang melakukan pembiayaan 

mudharabah karena hal tersebut merupakan rahasia pihak koperasi. 

Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa prinsip distribusi hasil usaha 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup sudah sesuai 

dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, karena karena prinsip 

distribusi hasil usaha pembiayaan mudharabah yang dilakukan di Koperasi 

Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan ayat 1 butir pertama dan ketiga 

dalam fatwa tersebut, yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup menggunkan 

prinsip profit sharing (bagi untung) dimana pembagian hasil usaha dihitung 

setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. Selain itu, penetapan 

prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan 

mudharabah telah disepakati dalam akad, sehingga tidak menimbulkan 
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kebingungan dalam pembagian hasil usaha antara anggota dan pihak 

Koperasi Syariah Barokah Curup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah 

seorang pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup : 

  “Metode perhitungan pembagian hasil usaha yang digunakan 

dalam pembiayaan mudharabah dijelaskan pada saat akad antara pihak 

koperasi dengan anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. 

Apabila anggota masih bingung atau belum mengerti, maka pihak koperasi 

akan membantu dalam menghitung keuntungan yang diperoleh anggota 

setiap bulannya dengan membawa catatan keuangan dari usaha yang 

dilakukan.”20 
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 Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), Wawancara, 30 Maret 2016 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Koperasi Syariah Barokah Curup dalam operasionalnya, melaksanakan 

pembiayaan mudharabah dalam dua bentuk, yaitu pembiayaan mudharabah 

murni dan mudharabah musytarakah. Pada pembiayaan mudharabah murni, 

pihak Koperasi Syariah Barokah Curup (shahibul mal)  menyediakan dana 

secara total (100%) kepada anggota (mudharib) untuk dikelola ke dalam 

usaha yang telah disepakati dan anggota (mudharib) hanya memberikan 

keahlian/tenaga dalam kontribusi usaha tersebut. Sedangkan pada 

pembiayaan mudharabah musytarakah, Koperasi Syariah Barokah Curup 

menyediakan dana kepada anggota (mudharib) untuk dikelola, akan tetapi 

anggota (mudharib) tersebut juga menyertakan modal dalam usaha yang 

dilakukan. 

2. Prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan mudharabah murni dan 

pembiayaan mudharabah musytarakah di Koperasi Syariah Barokah Curup 

sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, karena prinsip 

distribusi hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan di 

Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan ayat 1 butir pertama 
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dan ketiga dalam fatwa tersebut, yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup 

menggunakan prinsip profit sharing (bagi untung), di mana pembagian hasil 

usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. Selain 

itu, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan dalam 

pembiayaan mudharabah telah disepakati dalam akad. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi Koperasi Syariah Barokah Curup, pembagian hasil usaha 

pembiayaan mudharabah sebaiknya menggunakan prinsip net revenue 

sharing (bagi hasil) karena berdasarkan fatwa DSN No 15/DSN-

MUI/IX/2000 pada ayat 1 butir kedua yaitu “dilihat dari segi 

kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya 

digunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing)”. Prinsip revenue 

sharing (bagi hasil) lebih mudah digunakan karena perhitungan bagi hasil 

hanya dihitung dari pendapatan dikurangi modal, sehingga dapat 

mengurangi resiko biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha, 

misalnya resiko penggelembungan biaya-biaya, serta metode net revenue 

sharing lebih maslahah dan adil bagi kedua belah pihak (anggota dan 

koperasi). 
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b. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan di 

bidang lembaga keuangan syariah, khususnya mengenai implementasi 

prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah, sehingga 

menumbuhkan semangat agar bisa ikut berperan dalam mengembangkan 

lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank. 

c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun 

referensi dalam penelitian selanjutnya. 
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WAWANCARA 

1. Apa saja produk-produk yang ada di Koperasi Syariah Barokah Curup ? 

2. Bagaimanakah pemahaman bapak/ibu mengenai pembiayaan mudharabah? 

3. Kapankah Koperasi Syariah Barokah mulai melaksanakan pembiayaan 

mudharabah? 

4. Bagaimanakah mekanisme dalam melakukan pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup? 

5. Bagaimanakah penetapan nisbah keuntungan dalam pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Barokah Curup? 

6. Bagaimanakah perkembangan pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah 

Barokah Curup? 

7. Berapakah jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Barokah per 31 Desember 2015 ? 

8. Bagaimanakah implementasi prinsip distibusi hasil usaha pembiayaan 

mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup? 

9. Bagaimanakah ilustrasi angsuran dan perhitungan nisbah keuntungan 

pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup ? 
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